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ABSTRAK 
Retno Kusumaningtyas, S.330811011, Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku 
Pencucian Uang Pasif 
Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab 
mengapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum dapat 
ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, 
dengan tujuan untuk mendapatkan masukan positif mengenai upaya-upaya yang 
dapat dilakukan, guna mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam undang-
undang anti pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif 
di masa mendatang. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, bentuk 
penelitian diagnostik, bersifat eksploratif, dengan berpijak pada konsep hukum 
yang kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan 
dengan studi lapangan guna mendapatkan data primer, sedangkan analisis data 
menggunakan metode kualitatif interaktif. Penerapan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 terhadap penegakan hukum bagi pelaku pencucian uang 
pasif dipengaruhi oleh : 1) Beberapa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum terhadap pelaku 
pencucian uang pasif; 2) Penegak hukum masih kurang perduli terhadap eksistensi 
pelaku pencucian uang pasif; 3) Edukasi kepada penegak hukum mengenai teknis 
penanganan kasus tindak pidana pencucian uang masih kurang merata; 4) Budaya 
masyarakat di Indonesia belum mendukung terselenggaranya rezim anti pencucian 
uang. Upaya untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 guna mengusahakan penegakan hukum terhadap pelaku 
pencucian uang pasif dapat dilakukan melalui upaya represif dan preventif. 
Upaya-upaya tersebut meliputi : 1) Pengungkapan tindak pidana pencucian uang 
pasif melalui pendekatan follow the money; 2) Meningkatkan kesadaran penegak 
hukum akan pentingnya pengungkapan pelaku pencucian uang pasif; 3) 
Meningkatkan kualitas pendidikan penegak hukum mengenai teknis penanganan 
perkara tindak pidana pencucian uang; 4) Mengadakan sosialiasi mengenai tindak 
pidana pencucian uang pasif diarahkan kepada masyarakat yang berpotensi 
menjadi pelaku. 
Kata Kunci : Optimalisasi penerapan undang-undang, penegakan hukum, tindak 
pidana pencucian uang pasif 
 
 
 
xiv 
 
ABSTRACT 
Retno Kusumaningtyas, S.330811011, Application of Article 5 Section (1) Act 
No. 8 of 2010 for Law Enforcement Against Passive Offenders in Money 
Laundering 
Thesis : Sebelas Maret University Post Graduate Program 
This study will discuss about all factors which cause the provisions in the Act No. 
8 of 2010 has not been able to enforced optimally against passive offenders in 
money laundering, with the aim to obtain some positive advices on efforts to 
optimize the implementations of the provisions in the Anti-Money Laundering 
Act against passive offender in money laundering in the future. This study was a 
non-doctrinal research with diagnostic method and explorative manner. Based on 
fifth law concept, i.e. law is a manifestation of the symbolic meanings of social 
behavior as seen in the interaction among society. The data collection conducted 
by field study in order to obtain primary data, meanwhile the data analysis is 
using interactive qualitative method. The application of provisions in Act No. 8 of 
2010 for law enforcement against passive offenders in money laundering are 
influenced by : 1) Some provisions' formulations in Act no. 8 of 2010 inflict 
disparity in the implementations of law for passive offenders in money 
laundering; 2) The law enforcement officials did not much care to the existence of 
passive offenders in money laundering; 3) The education for law enforcement 
officials regarding the technical on handling the cases of money laundering are 
still not equally distributed; 4) Indonesian society culture does not yet support the 
anti-money laundering regime. The efforts to optimize the application of the 
provision in Act No. 8 of 2010 in order to striving for the law enforcement for 
passive offenders in money laundering can be conducted either through repressive 
or preventive measures, includes : 1) The disclosure of passively money-
laundering criminal action through follow the money strategy; 2) Increasing the 
awareness of law enforcement officials to the importance of the disclosure of 
passively money-laundering criminal action; 3) Improving the education quality 
of the law enforcement officials regarding the technical on handling the cases of 
money laundering; 4) organize socializations activity about the passively money-
laundering criminal action, especially focused to the community that potentially 
become offenders. 
Keywords : Optimizing the application of law, law enforcement, passively money 
laundering criminal action 
 
